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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Ji. Perintis Kemardekaan Na 756 Purwokerio-53141
Telp. 0281-836220 Fax. 0261-830868
Email dindik@@banyumpskab go.id wabmsite hip (AW dindik baryumaskab go id

KEPUTUSAN KEFALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / IHI‘I / 2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengelola Kelompok
Bermain (KB] Harapan Bunda Nomor 421.6/08/1X/2019
tanggal 30 September 2019 lokasi Kelompok Bermain (KB)
Harapan Bunda telah berpindah lokasi dari Jl. Kalibener Rt
01/03 (komplek Mushola At-Thorig) kranji Purwokerto Timur
ke DI. Panjaitan Gg. Sudagaran 2 Rt 02/02 Purwokerto Kulon
Kecamatan Purwokerto Selatan;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada hurufl a dipandang
periu  untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang lzin Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Harapan
Bunda Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto

Selatan.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenfang
Pemhbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3928,

3. Und.nn;-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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